BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 05/PID. SUS-.ANAK /2015/PN.BJM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan
Negeri Banjarmasin terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh

Anak di Bawah Umur

Hukum pidana Islam, atau lebih sering disebut dengan kata fikih
jinayah yang di dalamnya mengatur tentang larangan-larangan syarak
yang diancam dengan hukuman had maupun takzir dan ketentuan dari
larangan tersebut bersumber dari Alquran, hadis maupun pendapat dari
para ulama.

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan bagi
pelaku-pelaku tindak kejahatan, dalam pelaksanaan hukuman tersebut
dapat dijadikan contoh masyarakat agar tidak melakukan perbutan seperti
itu. Penetapan terhadap perbuatan jinayah dan sanksi tersebut
dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta
keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat.

Tujuan dari sebuah hukuman itu tidak lain demi kemaslahatan
umat, memberi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu
bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk

kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa
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hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan
sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya.'

Penjualan narkotika yang dilakukan oleh anak ini perlu mendapat
perhatian khusus karena merupakan masalah yang akan berdampak fatal
apabila dibiarkan begitu saja bisa merusak generasi penerus bangsa,
penyalahgunaan sendiri tidak dapat dimusnakan secara langsung karena
narkotika sudah menyebar secara luas. Di Indonesia sendiri narkotika
sangat sulit untuk di berantas karena pasokan narkotika sangat melimpah,
peredaran yang melalui berbagai macam hal dan sulitnya untuk ditelusuri.
Penjualan narkotika tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa bahkan
kalangan anak-anak pun juga ikut terjerumus dalam bisnis yang hasilnya
cukup menggiurkan.

Suatu Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara
lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat,
arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian
orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap

nilai dan perilaku anak.

' Ahmad Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), 26.
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Dalam Islam sendiri memang tidak dijelaskan. Namun, Alquran
menyebutkannya dengan istilah khamar. Meskipun demikian, jika suatu
hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui
metode giyas.

Penjualan narkotika dikatakan sebagai tindak pidana dalam Islam,
karena adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengancamnya dengan hukuman dan danya tingkah laku yang
membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap
tidak berbuat (negatif) hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan
terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa
atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat obatan
terlarang sama seperti keharaman minuman keras.

Dalam Islam sendiri seorang anak di bawah umur tidak dapat
dijatuhi hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Sementara itu
seorang anak dikatakan masih dibawah umur ada pula batasan-batasannya
dan itupun setiap ulama mempunyai pandangan masing-masing seperti
halnya pendapat Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan bahwa membatasi
kedewasaan seseorang kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut
satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam
mazhab Maliki sama dengan pendapat mazhab Abu Hanifah. Jadi masa
tersebut, Seorang anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban
pidana atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi

hukuman tersebut bisa diganti dengan sebuah takzir. Dan meskipun ini
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dapat dikatakan sebagai hukuman maka tetap semua keputusan ada di
tangan qadhi . Seorang anak yang belum mumayiz tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana karena kemampuan dalam berpikir masih
lemah, dan disamping itu pula ia dapat terbebas dari hukuman had.

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam suatu riwayat hadis:
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Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda
tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang tidur hingga dia bangun, dari

anak-anak hingga dia dewasa dan dari orang gila hingga dia berakal
(sembuh). (H.R Abu Daud).’

Penjualan narkotika tergolong sebagai suatu jarimah atau delik
yang dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi had karena narkotika
sendiri sudah digiyaskan dengan khamar, bahkan dalam Islam sendiri baik
narkotika maupun khamar hukumnya haram. Akan tetapi dalam kasus
yang diuraikan oleh penulis, kasus di atas pelakunya adalah seorang
anak-anak. Menurut Islam, dijelaskan bahwa seorang anak tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana namun dalam Islam tetap akan ada
sebuah hukuman bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Di samping itu menurut hukum pidana Islam, sesesorang baru
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila

yang bersangkutan dewasa dan sehat akalnya.

? Abu daud sulaiman bin al-asy’ab bin ishaq bin basyir bin syadad bin amr al-asdiy al-sijistaniy,
Sunan Abi Daud, juz 4, Hadist nomor 3498, ( Beirut: Maktabah al-Asriyyah, tt), 139.
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Menurut analisis penulis, hukuman takzir berupa hukuman
peringatan (al-Wa’zu) lebih cocok diterima pelaku (anak) penjualan
narkotika tersebut karena tidak seberat hukuman yang dijatuhkan
terhadap orang dewasa. Dalam hukum Islam, hukuman ini termasuk
katagori takzir, hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman
ini bila hukuman tersebut cukup membawa hasilseperti halnya dapat
memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi

perbuatan tersebut.

. Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan tentang Penjualan
Narkotika oleh Anak di Bawah Umur

Tindak pidana penjualan narkotika merupakan hal yang perlu
mendapat perhatian khusus. Berbagai upaya dilakukan oleh penegak
hukum untuk  melakukan pencegahan, pemberantasan dan sampai
pemusnahan barang-barang terlarang tersebut (narkotika) didukung
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan

narkotika.

Kasus penjualan narkotika terjadi pada putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN.Bjm. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutuskan sanksi hukuman
terhadap terdakwa atas nama Muhammad Iwan als Iwan bin Sukri (Alm)

ini pada awalnya mempertimbangkan dulu tuntutan yang diajukan oleh
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Jaksa/ Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang

berbunyi:*

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Bila ditarik dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan

hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antara lain:

13 13

1. Unsur pertama “ barang siapa “ , adalah setiap orang atau
siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana,
yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah
menghadapkan Terdakwa Muhammad Iwan als Iwan bin Sukri
(Alm) ke muka persidangan, karena didakwa melakukan tindak
pidana Terdakwa tersebut sudah jelas nama dengan
identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Terdakwa itu

sendiri serta Terdakwa , sehat jasmani maupun rohani,

sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan

} Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini
telah terpenubhi.

. Unsur kedua “ Secara tanpa hak ”, maksudnya adalah tanpa
alasan yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari
yang berwenang, karena Undang-Undang menghendaki setiap
menawarakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika golongan I harus dilengkapi dengan surat izin atau
rekomendasi dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi
penyalahgunaan Narkotika, dan ternyata di persidangan telah
diperoleh fakta-fakta kalau para terdakwa menjadi perantara
dalam jual beli Narkotika Gol.I berupa sabu-sabu tanpa ijin
atau rekomendasi dari yang berwenang memberikannya,
sehingga tidak ada kewenangan pada diri terdakwa yang tidak
mempunyai hak dan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Setelah membaca tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/
Penuntut ~ Umum  selanjutnya  hakim  memberikan
pertimbangan. Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang
sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap
terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan
pertimbangan dari hati nurani dan pikiran yang jernih agar

dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya dan putusan
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tersebut bisa memeberikan manfaat jera terhadap pelaku dan
sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dalam hal pemidanaan ini, Majelis Hakim juga
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang
memberatkan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan
dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat karena
mengingat terdakwa adalah seorang anak. Maka dari itu
putusan tersebut harus lengkap dan sesuai secara materiil dan

formil seperti halnya :

1. Adanya identitas terdakwa.

2. Memperhatikan masa penahanan.

3. Berkas perkara dalam persidangan.

4. Mempertimbangkan tuntutan jaksa.

5. Menimbang keterangan terdakwa dan saksi.

6. Menimbang hal-hal yang memberatkan dan

meringankan saksi.





